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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 62 TAHUN 2000

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG 

RETRIBUSI TEMPATA REKREASI DAN OLAH RAGA
BUPATI BANTUL

Menimbang :
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 6 Tahun 2000; 

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarka npertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapka keputusan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi tempat rekreasi dan Olah Raga; 

Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3406);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Daerah 

7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusio Daerah ;

8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan  Daerah Tingkat II 

9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 143 Tahun 1998 tentang komponen Penetapan Tarif Retribusi;

10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Admnistrsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Seri D Nomor 6 Tahun 2000);

Memperhatikan : 1. Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata kabupaten Bantul dengan Pemerintah Desa Srigading Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul Nomor 556.4/09 dan Nomor 556.4/59 dalam rangka Pemungutan Retribusi Objek Wisata Pantai Samas pada Sore dan Malam Hari.

2. Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata kabupaten Bantul dengan Pemerintah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor 556.4/07 dan Nomor 04/KD/PCS/97 tentang Pemungutan Retribusi Objek Wisata Pantai Pandasimo

3. Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata kabupaten Bantul dengan Sdr.Dyah Heningtyas Noviani,SH Nomor 556.4/06 dan Nomor 001/12/TR.TTS/97 dalam rangka Pengelolaan taman Rekreasi Tirto Taman Sari jo.Addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Sdr. Dyah heningtyas Noviani,SH Nomor 03/Perj/Kep/Bt/1999 dan Nomor 002/01/TR.TTS/1999;

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :

PERTAMA
:
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang  Retribusi tempat Rekreasi dan olah raga, sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (2)

a. tempat Rekreasi, tempat Pariwisata dan Tempat Olah Raga yang akan Dilaksanakan Pemungutan Retribusinya adalah :

1. Taman Rekreasi Tirto Taman Sari;

2. Pantai Parangtritis;

3. Pantai Samas;

4. Pantai Pandasimo;

5. Kawasan Wisata Imogiri;

6. Goa Selarong;

7. Goa Cerme;

8. Gedung Kesenian Gabusan;

9. Gedung Olah Raga Dwi Windu;

b. Pelaksanan Pemungutan Retribusi Objek Wisata Pantai Samas, Pantai Pandan Simo dan Tempat Rekreasi Taman Sari, tetap berpedonan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan Desa Srigading, Desa Poncosari maupun pihak Swasta dengan tarif berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000.

c. Pelaksanaan Pemungutan retribusi Gedung Kesenian Gabusan dan Gedung Olah Raga Dwi Windu yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

2. Pasal 13 ayat (2) :

a. Pelaksanaan Pemungutan retribusi harus mengunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

b. Warna SKRD dibedakan sebagai berikut:

1) Untuk wisatawan dari Dalam Negeri (WISNUS), terdiri dari :

1. untuk 1 (satu) pengunjung warna putih

2. untuk 5 (lima) pengunjung warna kuning

3. untuk 20 (duapuluh) pengunjung warna hijau

4. untuk 40 (empatpuluh) pengunjung warna biru

2) untuk Wisatawan dari Lur Negeri (MISMAN) berwarna merah muda, terdiri dari :

1. untuk 1 (satu) pengunjung 

2. untuk 5 (lima) pengunjung 

c. Dalam rangka pengawasan, SKRD sebelum dipergunakan harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

d. Apabila tidak terdapat SKRD, pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan mengunakan dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata, dengan tetap harus mendapatkan pengesahan terlebih daluhu dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

3. Pasal 14 ayat (2)

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dilakukan ditempat pemungutan Retribusi pada setiap tempat rekreasi, tempat pariwisata dan tempat olah raga yang telah disediakan atau di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

4. Pasal 15 ayat (3)

a. Wajib retribusi yang akan mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi, wajib mengisi blangko permohonan dosetiap tempat pemungutan retribusi yang telah disediakan.

b. Besarnya pengurangandan keringanan retribusi dapat diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari retribusi yang seharusnya dibayar.

c. Pengurangan dan keringana hanya dapat diberikan kepada :

1) Rombongan wisatawan pelajar.

2) Pengunjung/rombongan untuk kepentingan religius.

3) Rombongan pecinta alam.

4) Rombongan olah raga dan atau bela diri

5) Peneliti atau rombongan peneliti.

6) Pengunjung atau rombongan untuk kepentingan sosial.

d. bentuk blangko permohonan Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

e. Wajib retribusi yang akan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pariwisata.

KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.







Disahkan di Bantul








Pada tanggal 31 Maret 2000
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BUPATI BANTUL

              ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

KABIPATEN BANTUL
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SERI D NOMOR 44

 TAHUN 2000

